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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk 

meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Adapun 

tujuan dari pembangunan adalah untuk membangun kemandirian, termasuk 

pembangunan pedesaan. Sebagian besar penduduk Bangsa Indonesia sendiri hidup 

di kawasan pedesaan. Oleh karena itu, titik sentral pembangunan adalah daerah 

pedesaan. Desa menurut Widjaya adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.
1
 

Tahun 2015 merupakan tahun pertama dilaksanakannya UU No.6 Tahun 

2014 Tentang Desa, yang merupakan bagian dari ikhtiar mencapai keberdayaan 

negara dan bangsa Indonesia dari kemandirian desa-desanya. Adapun untuk 

mewujudkan desa yang mandiri diperlukan adanya strategi pembangunan. 

Menurut Sumpeno, strategi pembangunan desa merupakan langkah-langkah yang 

akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi, yang berisi program untuk 

mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan.
2
 

Beberapa strategi yang secara umum diimplementasikan dalam 

membangun kemandirian desa antara lain: (1) membangun kapasitas warga dan 

organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis, (2) memperkuat 
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kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam 

penyelenggaran pemerintahan desa, (3) membangun sistem perencanaan dan 

penyelenggaraan desa yang responsif dan partisipatif, dan (4) membangun 

kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif.
3
 

Akan tetapi pada kenyataannya, pembangunan pedesaan dirasa masih 

kurang sehingga masih banyak pedesaan yang tertinggal. Padahal telah banyak 

cara yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan masalah 

ketertinggalan desa tersebut, seperti meningkatkan anggaran untuk pembangunan 

desa dari tahun ke tahun agar mampu mengurangi jumlah desa yang tertinggal, 

dan beberapa program lainnya. 

Berdasarkan asumsi tersebut, maka seharusnya eksistensi desa 

mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya 

kebijakan-kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan 

cara menghimpun dan melembagakan kegiatan perekonomian masyarakat. Seperti 

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang telah 

melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang 

sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (Based on 

village). Sehubungan dengan itu, skala prioritas yang dilakukan KPDT bagi 

pembangunan daerah berbasis pedesaan antara lain mencakup: (1) pengembangan 

kelembagaan; (2) pemberdayaan masyarakat; (3) pengembangan ekonomi lokal, 

dan (4) pembangunan sarana dan prasarana. Skala prioritas tersebut diharapkan 

mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan dengan 
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didirikannya lembaga ekonomi desa, salah satunya adalah BUMDes (Badan 

Usaha Milik Desa)
.4

 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga 

perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Sebagai salah satu 

program andalan dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas 

masyarakatnya, BUMDes perlu didirikan. BUMDes menurut Pasal 1 Ayat 6 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai badan usaha yang 

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola 

aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat desa. 

BUMDes sebelumnya telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah sebagai kerangka dasar otonomi daerah yang 

mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah Bottom-

up planning) dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Sebagai salah satu 

lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki 

perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar 

keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.
5
 

Adapun tugas dan peran pemerintah selanjutnya adalah melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi atau pemerintah 
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kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui 

pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk 

membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk 

pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar 

pendirian BUMDes. 

Pendirian BUMDes sendiri dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu 

perencanaan dari bawah (Bottom-Up Planning) dan perencanaan dari atas (Top-

Down Planning). Yang dimaksud dengan perencanaan dari bawah (Bottom-Up 

Planning) adalah bahwa BUMDes didirikan atas dasar inisiatif dari masyarakat 

dengan memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat. Sementara yang dimaksud dengan perencanaan dari atas (Top-Down 

Planning) adalah bahwa proses pendirian BUMDes dilakukan atas dasar instruksi 

dari pemerintah.
6
 Agar keberadaan lembaga pengembangan ekonomi ini tidak 

dikuasai pihak tertentu (pemilik modal besar), maka kepemilikan lembaga ini 

harus dikelola oleh desa dan dikontrol bersama-sama sehingga tujuan utama 

lembaga dalam pemberdayaan masyarakat dapat terwujudkan. 

Salah satu desa yang telah mendirikan program BUMDes adalah Desa 

Sekapuk yang berada di Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Dalam 

kasus ini, pendirian BUMDes Sekapuk termasuk ke dalam perencanaan 

pembangunan dari bawah (Bottom-Up Planning), hal ini karena BUMDes 

Sekapuk tidak lagi didirikan atas dasar instruksi dari pemerintah, melainkan 

berdasarkan atas inisiatif dari salah satu warga desa yang ingin menggabungkan 
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usaha-usaha desa yang sebelumya sudah ada agar dijadikan satu dalam sebuah 

lembaga desa, serta mengembangkan usaha-usaha lainnya yang bermanfaat bagi 

warga desanya. Berdasarkan usulan warga tersebut kemudian perwakilan 

masyarakat bersama Kepala Desa dan Pemerintah Desa mengadakan Musyawarah 

Desa bersama dengan organisasi masyarakat lainnya seperti BPD, LSM, dan 

tokoh masyarakat terkait perencanaan pendirian program desa tersebut. Dari 

musyawarah tersebut kemudian didapatkan kesepakatan berupa dicanangkannya 

program BUMDes yang sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 78. 

Pemerintah Desa kemudian mengadakan sosialisasi kepada warga desa 

tentang pendirian BUMDes. Sebagian besar warga merespon dengan antusias 

tentang pendirian BUMDes tersebut. Hal ini juga karena faktor kondisi 

perekonomian warga yang sebagian rendah, sehingga warga kemudian berinisiatif 

untuk mengembangkan usaha bersama melalui suatu lembaga desa guna 

mengatasi kesulitan yang dialami para warganya.
7
 

BUMDes Sekapuk didirikan pada tanggal 16 Maret 2009, dengan  usaha-

usaha yang bergerak di dalamnya seperti simpan pinjam berupa UED (Unit 

Ekonomi Desa), pelayanan berupa jasa timbang hasil pertambangan gunung, 

pembayaran listrik online, PAM, dan agrobisnis. Adapun sumber modal awal 

BUMDes berasal dari bantuan berupa hibah dari pemerintah dan kemudian ada 

penguatan modal yang sebagian berasal dari hibah bergulir (usaha BUMDes 

sebelumnya). BUMDes ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan 

pendapatan asli desa dan meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan 
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Pemerintahan Desa yang sesuai dengan Peraturan Desa Sekapuk Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.
8
 

Pada tahun 2014, BUMDes Sekapuk yang tergolong masih baru beroperasi 

ini pernah mencapai prestasi yang luar biasa. BUMDes Sekapuk telah berhasil 

menjadi nominator terbaik ke-3 se-Jawa Timur karena pencapaian aset yang besar, 

yakni sebesar Rp. 558.426.629,- dari modal awal pada tahun 2009 sebesar Rp. 

338,5 juta. Hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan baik dari pemerintah 

maupun masyarakat desa Sekapuk sendiri. 

Dalam melaksanakan kegiatannya, BUMDes dikelola oleh desa sebagai 

unit yang melakukan transaksi berupa simpan-pinjam, pelayanan, dan usaha-usaha 

lainnya. Jika lembaga tersebut berjalan dengan baik dan didukung kebijakan yang 

memadai, maka pertumbuhan ekonomi pedesaan akan bergerak ke arah yang lebih 

baik sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh 

karena itu, adanya partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan dalam 

menjalankan lembaga ini. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan 

masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu yang berdampak pada pencapaian 

kepentingan bersama. Dalam konteks islam, partisipasi masyarakat diartikan 

sebagai gotong-royong antar sesama masyarakat. 

Di zaman yang serba modern seperti saat ini, semangat gotong-royong 

dirasa mulai menurun bahkan jarang terlihat lagi di kalangan masyarakat baik di 

perkotaan maupun pedesaan yang terkenal dengan sistem kekeluargaan yang 
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kental. Padahal sejatinya, Islam mengharuskan umatnya untuk saling tolong-

menolong dalam hal kebaikan, seperti yang dijelaskan dalam al-Quran bahwa: 

“Hendaklah kamu tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan 

janganlah saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan 

bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras dalam 

hukuman-Nya” (QS. Al-Maidah: 2) 

Melalui ayat tersebut, Allah SWT telah jelas menyuruh umat manusia 

untuk saling membantu dalam mengerjakan kebaikan atau kebajikan, karena 

sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendirian. Jika masyarakat 

menginginkan kehidupan yang harmonis dan damai dalam hal berkehidupan di 

masyarakat, tentu harus memelihara semangat gotong-royong  karena pada 

dasarnya gotong-royong merupakan sarana yang dapat mempersatukan kehidupan 

bermasyarakat. 

Dalam pelaksanaan program BUMDes Sekapuk, partisipasi masyarakat 

desa Sekapuk terbilang cukup aktif hingga berdampak pada kesuksesan yang telah 

diraih oleh BUMDes Sekapuk di tahun 2014 lalu. Akan tetapi, dalam 

perkembangannya setelah pencapaian prestasti tersebut, intensitas partisipasi 

masyarakat mulai menurun sehingga BUMDes saat ini menjadi kurang efektif 

karena kurangnya kontribusi dari masyarakat desa. Beberapa masyarakat mulai 

enggan untuk ikut berpartisipasi secara sukarela jika tidak diajak langsung untuk 

berpartisipasi. Hal ini tentu akan menghambat kinerja BUMDes dalam melayani 

masyarakatnya, sehingga BUMDes melakukan penguatan pertahanan melalui 

partisipasi masyarakatnya agar BUMDes Sekapuk kembali berjalan dengan baik 

dan efektif seperti sebelumnya. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk 

mengangkat isu ini sebagai sebuah tema dalam skripsi dengan judul 
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“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Badan Usaha Milik 

Desa Di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, dapat 

diambil beberapa rumusan masalah, antara lain: 

1. Bagaimana kontribusi BUMDes Sekapuk dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa Sekapuk? 

2. Bagaimana partisipasi masyarakat desa Sekapuk terhadap program BUMDes 

di Desa Sekapuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diambil 

beberapa tujuan perumusan masalah, antara lain: 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana kontribusi BUMDes Sekapuk dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sekapuk. 

2. Untuk menguraikan partisipasi masyarakat desa terhadap program BUMDes 

di Desa Sekapuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu menambah 

wawasan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam bagi semua orang terkait 
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partisipasi masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melalui program BUMDes. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa 

informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama mereka yang secara 

serius mengamati jalannya partisipasi masyarakat, serta memberi masukan 

bagi pihak BUMDes sekaligus masyarakat khususnya ditempat penelitian ini 

dilaksanakan agar dapat terus meningkatkan peran aktifnya dalam 

membangun kesejahteraan masyarakat desa. 

E. Penelitian Terdahulu 

Badan Usaha Milik Desa pada dasarnya merupakan lembaga desa yang 

berfungsi sebagai pengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk 

kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sendiri telah mewajibkan kepada setiap 

desa agar mendirikan program BUMDes untuk meningkatkan pendapatan desa 

serta pendapatan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 

Pasal 78 yang menyatakan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang 

dibentuk untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Oleh karena itu, banyak yang 

sudah mengkaji dan meneliti tentang Badan Usaha Milik Desa. Kajian tersebut 

ada yang berupa skripsi, disertasi, tesis, maupun artikel dan buku. Berikut 

merupakan beberapa kajian atau penelitian terdahulu yang peneliti temukan: 

1. Benny Ferdianto, menulis skripsi dengan judul Eksistensi Badan usaha Milik 

Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Tiyuh Candra Kencana 

Keccamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 
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Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung 

pada tahun 2016. Skripsi ini berisi temuan tentang eksistensi BUMDes Artha 

Kencana terhadap peningkatan Pendapatan Asli Tiyuh yang memberikan 

kontribusi nyata bagi Desa Tiyuh Candra Kencana. Melalui dua unit usaha 

yang dijalankan yaitu simpan pinjam dan jasa pembayaran online terjadi 

peningkatan pendapatan asli Tiyuh. Pada tahun 2014, pendapatan asli Tiyuh 

yang semula sebesar Rp. 12.300.000,- kemudian meningkat menjadi Rp. 

15.000.000,- ditahun 2015, dan selanjutnya mengalami peningkatan kembali 

ditahun 2016 menjadi Rp. 17.000.000,-. Pengelolaan BUMDes Artha Kencana 

mempunyai kendala, salah satunya adalah kemampuan sumber daya manusia 

dalam mengelola BUMDes yang terbatas.
9
 Dari skripsi tersebut, peneliti 

menemukan perbedaan dengan skripsi yang peneliti lakukan saat ini, yaitu 

bahwa masyarakat Sekapuk sangat partisipatif terhadap BUMDes Sekapuk. 

Bersama—sama masyarakat Sekapuk saling bahu-membahu mengelola dan 

bekerjasama untuk memajukan BUMDes Sekapuk sehingga berdampak pada 

kesejahteraan masyarakatnya. 

2. Helmei Willy Amanda, menulis jurnal dengan judul Strategi Pembangunan 

Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha 

Milik Desa (Studi Kasus pada Badan Pengelola Air Minum (BPAM) di Desa 

Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto). Diterbitkan oleh 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya. Jurnal ini berisi tentang 
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strategi pembangunan desa yang dilakukan dengan cara pelaksanaan 

pengelolaan. Dari hasil penelitian, Pengelolaan BPAM dibawah naungan 

BUMDes Tirto Tentrem berjalan dengan baik dibuktikan dengan adanya 

perbaikan dan peningkatan dari pengelolaan terdahulu (Hipam). Perbaikan 

diawali dari tujuan, penetapan sasaran yang sesuai, menyesuaikan lingkup 

masyarakat, adanya koordinasi yang kondusif, arus komunikasi persuasif yang 

akurat, terjadinya tempat prakarsa yang memadai, dan tercapainya indikator 

prestasi. Sudah terdapat banyak upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan 

BPAM dibawah naungan BUMDes dibandingkan dengan pengelolaan 

terdahulu, dan pencapian hasilnya bisa dikatan sudah optimal. Hal tersebut 

sesuai dengan visi yang dimiliki Desa Ketapanrame dalam mensejahterakan 

masyarakat desa. Dan BPAM merupakan program yang dibutuhkan 

masyarakat Desa Ketapanrame khususnya yang menjadi sasaran dalam 

membantu memberikan modal usaha.
10

 Adapun perbedaan dengan penelitian 

yang peneliti lakukan adalah bahwa dalam meningkatkan pendapatan asli 

desa, strategi pembangunan yang dilakukan oleh BUMDes Sekapuk meliputi 

mengamati lingkungan, penyusunan strategi, pelaksanaan strategi, dan 

evaluasi atau kontrol. Strategi tersebut dilakukan oleh BUMDes Sekapuk baik 

dalam bidang produksi barang maupun jasa. 

3. Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari, yang menulis jurnal dengan 

judul Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa di 
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Desa Bumiaji. Diterbitkan oleh Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Malang 

pada tahun 2016. Temuan dalam jurnal ini berupa peran Pemerintah Desa 

Bumiaji dalam mengelola BUMDes yaitu sabagai fasilitator pembentukan dan 

pengembangan BUMDes, sebagai mediator dalam membentuk kepengurusan 

dan organisasi BUMDes, sebagai pengelolaan melaksanakan program 

pembangunan Desa berkelanjutan dan memberikan pengawasan kepada 

masing-masing pengurus BUMDes agar mampu mengelola BUMDes sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab. Pemerintah Desa Bumiaji sudah berperan 

penting dalam pendirian, pengembangan dan peningkatan BUMDes karena 

program BUMDes mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Desa Bumiaji.
11

 

Berbeda dengan skripsi yang peneliti lakukan saat ini, bahwa peran 

Pemerintah Desa terhadap BUMDes Sekapuk terbilang hanya sebatas sebagai 

fasilitator pada awal pendirian BUMDes, karena seiring berjalannya waktu 

intensitas peran Pemerintah Desa Sekapuk dirasa mulai menurun. Pemerintah 

Desa hanya akan berpartisipasi jika ada ajakan untuk berpartisipasi. 

4. Rohmah Hidayati, menulis laporan studi pustaka dengan judul Hubungan 

Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa. 

Diterbitkan oleh Departemen SAINS Komunikasi dan Pengembangan 

Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia, ITB, Bogor pada tahun 2015. Hasil 

dari studi pustaka ini adalah bahwa tingkat partisipasi masyarakat mempunyai 

hubungan dengan keberhasilan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 
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dimana tanpa ada peran dari masyarakatnya, BUMDes tidak dapat berjalan 

dengan baik, sehingga BUMDes membutuhkan peran serta atau partisipasi 

dari masyarakatnya untuk kesejahteraan bersama. Tingkat partisipasi 

masyarakat dalam proses pembangunan terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu 

tahap perencanaan program, tahap pelaksanaan program, dan tahap evaluasi.
12

 

Adapun perbedaan dengan skripsi yang peneliti lakukan adalah bahwa dalam 

melihat sejauh mana partisipasi masyarakat terhadap BUMDes Sekapuk, 

peneliti menggunakan empat tahap partisipasi, antara lain partisipasi 

perencanaan, partisipasi pelaksanaan, partisipasi pemanfaatan, dan partisipasi 

evaluasi. 

Dari beberapa kajian yang telah disebutkan di atas, sepengetahuan penulis 

belum ada yang membahas tentang partisipasi masyarakat dalam peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa melalui program BUMDes. Oleh karena itu, 

penulis merasa tertarik untuk mengkaji hal tersebut. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu strategi yang biasa 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan kemudian menganalisa 

data yang diperoleh. Pengaplikasian metode penelitian yang sesuai akan 

memudahkan peneliti untuk melakukan suatu masalah yang diteliti. Adapun yang 

dibahas dalam metode penelitian yaitu pendekatan dan jenis penelitian, jenis data 
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Rohmah Hidayati, “Hubungan Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberhasilan 

Badan Usaha Milik Desa”, (Studi Pustaka diterbitkan oleh Departemen SAINS 

Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia, ITB, 2015), iii. 
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dan sumber data, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data, dan teknik keabsahan data. 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian merupakan upaya yang diarahkan untuk mempelajari atau 

mengetahui fakta-fakta baru yang muncul. Penelitian biasa dilakukan dalam 

bidang ilmu pengetahuan.
13

 Berdasarkan pendekatannya, penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang digunakan merupakan 

data kualitatif (data yang tidak terdiri dari angka-angka, melainkan berupa 

uraian kata).
14

 Menurut Bogdan dan Taylor dalam bukunya Lexy J. Moleong, 

metodologi penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yg 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yg dapat diamati.
15 

Selanjutnya Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif 

adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan 

peristilahannya.
16

 Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang dilakukan berasal dari kasus 

lapangan yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan. 

 

                                                           
13

Suparmoko, Metode Penelitian Praktis (Yogyakarta: BPFE, 1996), 1. 
14

Jalaluddin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2000), 36. 
15

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 

Roesdakarya, 2007), 3. 
16

Burhan Bungin, Metode Penelitian Format-Format Kuantitatif (Surabaya: 

Airlangga Universitas Press, 2011). 
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2. Sumber Data 

Salah satu yang menjadi hal penting untuk dipertimbangkan dalam 

menentukan masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Sumber data 

adalah suatu subyek yang menjadi poin penting dari mana data dapat 

diperoleh.
17

 Adapun yang termasuk dalam jenis-jenis sumber data adalah: 

a. Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang sangat 

dibutuhkan dalam suatu penelitian. Sumber data dalam hal ini adalah 

informan yang bersifat perwakilan yang telah memiliki hak pilih untuk 

dijadikan sebagai narasumber karena mengetahui secara benar dan 

menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. 

Menurut Lofland dalam bukunya Lexy J. Moleong, sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Sumber data 

utama ini dapat diperoleh ketika peneliti melakukan wawancara dengan 

informan dan dapat dicatat melalui catatan tertulis. Dapat dikatakan bahwa 

informan merupakan sumber utama dalam penelitian.
18

 

Teknik dalam pemilihan informan selanjutnya yaitu dengan 

menggunakan Sampling Purpose, artinya teknik penentuan sumber data 

dilakukan melalui pertimbangan terlebih dahulu, tidak diacak-acak. 

Pertimbangan tersebut meliputi (1) informan menguasai permasalahan 

yang diteliti (2) informan memiliki data yang relevan dengan penelitian (3) 
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Achmad Suhaid, “Pengertian Sumber Data, Jenis-Jenis Data, dan Metode 

Pengumpulan Data”. https://achmadsuhaidi.wordpress.com/2014/02/26/pengertian-
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informan bersedia memberikan informasi secara lengkap dan akurat. Oleh 

karena itu, informan dalam hal ini harus memenuhi syarat tersebut di atas. 

Adapun yang menjadi informan dalam hal ini adalah: 

a. Ketua BUMDes Sekapuk Ujungpangkah, Bapak Asjudi. 

b. Sekretaris dan Bendahara BUMDes Sekapuk Ujungpangkah. 

c. Kepala Desa Sekapuk Ujungpangkah. 

d. Sekretaris dan Bagian Humas Balai Desa Sekapuk Ujungpangkah. 

e. Tokoh Masyarakat Desa Sekapuk, dan 

f. Masyarakat Desa Sekapuk Ujungpangkah. 

b. Sekunder 

Sumber data yang kedua adalah sekunder, dimana jenis data 

diperoleh dari sumber-sumber lain selain sumber data primer. Sumber 

tersebut terdiri dari dokumen, buku, koran, arsip, atau hal lain yang 

berhubungan dengan kasus penelitian. Adapun sumber data sekunder 

dalam hal ini seperti peraturan desa BUMDes Sekapuk, dokumen tentang 

anggota masyarakat desa yang terlibat aktif dalam pelayanan BUMDes, 

dan lain sebagainya. 

3. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah 

Kabupaten Gresik. Alasan pemilihan lokasi selain karena Desa Sekapuk 

merupakan salah satu desa yang telah memiliki lembaga Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) juga karena pendirian BUMDes Sekapuk dibangun atas dasar 

inisiatif masyarakat desa. Masyarakat desa secara partisipatif membangun 
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BUMDes untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada agar dapat 

meningkatkan kesejahteraan bersama. Di samping itu juga, BUMDes Sekapuk 

berpengalaman menjadi nomitor terbaik se-Jawa Timur atas pencapaian aset 

yang besar di tahun 2015, yakni Rp. 558.426.629,- dari modal awal berdiri 

tahun 2009 sebesar Rp. 338,5 juta, sehingga penulis merasa tertarik untuk 

melakukan riset lapangan di Desa Sekapuk. 

Sedangkan untuk waktu penelitian dimulai dari minggu ketiga bulan 

November hingga minggu terakhir bulan Januari. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data memiliki peran yang sangat penting dalam suatu penelitian, 

karena benar tidaknya suatu data bergantung pada teknik pengumpulan data 

yang nantinya akan mempengaruhi hasil penelitian. Teknik pengumpulan data 

terkait penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkap fakta mengenai 

variabel yang akan diteliti. Adapun bentuk pengumpulan data yang dilakukan 

peneliti antara lain: 

1. Metode Observasi 

Metode observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. 

Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai 

dunia nyata yang diperoleh melalui observasi.
19

 Metode observasi 

digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan 

pengindraan Melalui metode ini, peneliti mengamati fenomena yang 

relevan dengan pokok pembahasan peneliti, yaitu “Partisipasi Masyarakat 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi “Mixed Methode” (Bandung: 

Alfabeta, 2011), 226. 
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dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Badan 

Usaha Milik Desa di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten 

Gresik)”. 

2. Metode Wawancara 

Metode wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.
20 

Informan yang dipilih 

merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan, mendalami situasi, 

mengetahui informasi yang diperlukan, dan berhubungan dengan kasus 

penelitian. Peneliti langsung turun ke lapangan dengan cara melakukan 

tanya jawab dengan informan terkait partisipasi masyarakat dalam 

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui program BUMDes. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan catatan atau kumpulan peristiwa 

yang telah didapat. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang.
21

 Peneliti menggunakan sarana media 

cetak dan media elektronik sebagai bukti yang relevan, yaitu dengan 

mempelajari dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan kasus 

penelitian, seperti peraturan desa terkait BUMDes. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran 

umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti objek penelitian. 
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Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, 

sehingga dalam menganalisis bersifat deskriptif dan dijabarkan secara 

sistematis nantinya. Analisis data kualitatif adalah suatu proses yang meliputi: 

a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode 

agar sumber data tetap dapat ditelusuri. 

b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mesintesiskan, 

membuat ikhtisar dan membuat indeksnya. 

6. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data diperoleh peneliti dengan cara mengumpulkan data-

data yang valid dari hasil temuan. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:
22

 

1. Teknik keabsahan data perpanjangan keikutsertaan, dimana peneliti disini 

harus ikutserta dalam memperoleh data yang valid. 

2. Teknik keabsahan data ketekunan pengamatan, dimana disini peneliti juga 

dituntut untuk tekun guna mencari data yang valid. 

3. Teknik keabsahan data hasil pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Diskusi 

merupakan tenik keabsahan yang hampir terakhir, dikarenakan data yang 

ditemukan nanti masih harus didiskusikan kembali dengan rekannya, dan 

teknik keabsahan data diuraikaan secara rinci. 

4. Teknik keabsahan data yang terakhir adalah uraian rinci, peneliti sangat 

strategis dalam menekuni hasil dari temuan data dicari serinci mungkin 

sesuatu yang relevan dengan pokok bahasan. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk menghindari ketidakberaturan pembahasan dalam laporan 

penelitian ini, dan demi fokusnya pemikiran serta pemecahan pokok permasalahan 

agar lebih teratur, hasil penelitian disusun dalam suatu sistematika penulisan. 

Sistematika penulisan penelitian ini diuraikan menjadi beberapa bab dan sub bab 

yang saling berkaitan dan menunjang satu sama lain untuk memudahkan 

penulisan serta memudahkan pembaca untuk memahami secara runtut. Adapun 

sistematika penulisan terdiri dari lima bab, antara lain: 

BAB I  : Berisi pendahuluan, yang merupakan gambaran umum dan 

pengantar pembahasan. Dalam bab ini terdiri atas latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan 

BAB II  : Berisi landasan teori. Dalam bab ini terdiri atas kerangka 

konseptual dan kajian teori yang akan menjelaskan tentang 

teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu teori 

kesejahteraan sosial dan teori partisipasi masyarakat. 

BAB III : Berisi setting penelitian, yang terdiri dari gambaran umum 

lokasi penelitian dan Badan Usaha Milik Desa Sekapuk. Dari 

gambaran umum tersebut kemudian dapat digunakan sebagai 

gambaran dasar dalam menganalisa temuan. 

BAB IV : Berisi penyajian dan analisis data, yang di dalamnya meliputi 
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deskripsi temuan di lapangan, serta pembahasan yang berisi 

tentang analisis data mengenai temuan dan teori. 

BAB V : Berisi bab penutup, yang di dalamnya meliputi kesimpulan 

dan rekomendasi atau saran. 

 

 


